HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

I. Pengertian
· ORGANISASI INTERNASIONAL adalah organisasi antar pemerintah (Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina)

· ORGANISASI INTERNASIONAL adalah himpunan Negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh Negara-negara anggota (Definisi menurut para pakar hukum internasional).

· ORGANISASI INTERNASIONAL tidak mempunyai unsur-unsur obyektif seperti Negara artinya suatu organisasi internasional baru ada bila Negara-negara menghendakinya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Setelah lahir, organisasi internasional langsung menjadi subyek hukum internasional. Jadi dalam hal ini terdapat perbedaan dengan Negara karena Negara dianggap sebagai subyek asli karena keberadaan yuridiknya tidak tergantung pada siapapun, sedangkan organisasi internasional sering dikatakan sebagai subyek buatan karena organisasi internasional dianggap sebagai subyek hukum karena diciptakan oleh Negara-negara yang mendirikannya.

II. Jenis-jenis Organisasi Internasional
a. Organisasi yang bersifat Universal dan Organisasi yang bersifat Regional.

Ad.a.1. Organisasi yang bersifat Universal adalah organisasi dimana semua Negara dapat menjadi anggota. Misalnya: PBB yang beranggotakan 189 negara, termasuk hamper semua Negara merdeka di dunia menjadi anggota PBB.

Ad.a.2. Organisasi yang bersifat Regional adalah organisasi yang tidak mempunyai vokasi universal dan keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada Negara-negara tertentu dan biasanya beranggotakan Negara-negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis. Misalnya: ASEAN

b. Organisasi Terbuka dan Organisasi Tertutup.

Ad.b.1. Organisasi Terbuka adalah organisasi yang dapat dimasuki oleh negara-negara yang berkepentingan dengan prosedur penerimaan yang luwes.

Ad.b.2.  Organisasi Tertutup adalah organisasi yang hanya menerima negara-negara tertentu yang mempunyai nilai yang sama  serta diterima secara bulat oleh negara-negara anggota. 

Misalnya: NATO

c. Organisasi Politik dan Organisasi Teknik.
Ad.c.1. Organisasi Politik adalah organisasi yang mempunyai vokasi yang luas dan bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya: PBB, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) atau OPA.

Ad.c.2. Organisasi Teknik adalah organisasi yang mempunyai wewenang tertentu seperti badan-badan khusus PBB.

d. Organisasi Kerjasama dan Organisasi Integrasi.

Ad.d.1. Organisasi Kerjasama adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan kerjasama atau koordinasi antara negara. Organisasi ini jarang mempunya wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Pada umumnya semua organisasi internasional adalah termasuk bentuk organisasi kerjasama atau koordinasi.



Ad.d.2. Organisasi Integrasi  adalah Organisasi-organisasi yang dapat membuat ketentuan-ketentuan yang langsung berlaku di wilayah negara-negara anggota seperti yang terjadi dengan masyarakat-masyarakat Eropa. Hal ini dikarenakan berdasarkan Akta Konstitutif Organisasi ini mempunyai kedudukan diatas negara yang disebabkan karena adanya pemindahan wewenang oleh negara-negara dalam bidang-bidang tertentu.

III. Pembentukan dan Komposisi organisasi Internasional


   1. Akta Konstitutif



Apabila suatu negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik yang disebut sebagai Akta Konstitutif (Misalnya: Piagam PBB).



Akta Konstitutif dapat berasal dari suatu perjanjian internasional yang baru atau perjanjian ionternasional yang merubah perjanjian sebelumnya dengan sekaligus merubah personalitas yuridiknya dengan menggunakan prosedur revisi yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya.


Dalam hal Akta Konstitutif yang berasal dari suatu perjanjian yang baru prosedur pembuatannya adalah prosedur yang biasanya berlaku bagi pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional. 

a. Pembentukan Melalui Perjanjian Multilateral



Prakarsa penyelenggaraan Konferensi dapat datang dari:

· Suatu kelompok negara yang berkepentingan:

Adalah AS, Inggris, Uni Soviet dan Cina, 4 negara yang berperang melawan Jerman dan Italia, kecuali Perancis menolak hadir yang menyelenggarakan konferensi San Fransisco dengan tujuan untuk merumuskan piagam PBB di tahun 1945.

· Satu negara:

Perancis, melalui Deklarasi Schumann 9 Mei 1959 adalah penyelenggara Konferensi Paris, Juni 1950-April 1951 yang menerima perjanjian yang membentuk European Coal and Steel Community (ECSC).

· Suatu Organisasi Internasional yang telah ada:

Majelis Umum PBB sudah lama memainkan peranan yang menetukan dalam pembentukan organisasi-organisasi bersifat universal seperti IMCO tahun 1948 dan WHO tahun 1946.

b. Aspek-aspek Konstitusional Akta Pembentukan

1. Akta Konstitutif sering menampilkan primatnya terhadap perjanjian-perjanjian internasional lainnya baik yang dibuat oleh Negara-negara anggota maupun oleh organisasi internasional itu sendiri.

2. Akta Konstitutif harus diterima secara integral, jadi dalam hal ini tidak berlaku teknik pensyaratan. Organisasi tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila negara-negara anggota tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sama.

3. Revisi akta Konstitutif suatu organisasi internasional sering ditolak oleh negara anggota dan karena itu tidak meratifikasi amandemen yang terkait.

4. Akta Konstitutif suatu organisasi internasional biasanya tidak mempunyai batas dalam waktu

5. Akta Konstitutif suatu organisasi internasional minimum harus berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, struktur dan wewenang dari organisasi.


2.Anggota-anggotaOrganisasi Internasional


   i. Hak untuk ikut dalam suatu Organisasi Internasional.



Mengenai status keanggotaan, terdapat beberapa rejim yuridik. Negara-negara yang merupakan pihak pada Akta Konstitutif mempunyai status keanggotaan dari organisasi, sedangkan negara-negara lainnya hanya berstatus sebagai Associate atau Observer. Negara-negara yang bersatus Associate mempunyai hak yang sama seperti anggota kecuali tidak ikut dalam pemberian suara. Sedangkan yang berstatus Observer atau peninjau mempunyai hak-hak lebih terbatas dan pada umumnya hanya ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi bila langsung menyangkut kepentingannya.


ii.
Penerimaan dalam Organisasi Internasional.



Mengenai penerimaan ini, tidak ada masalah bagi Negara pendiri suatu organisasi internasional. Negara-negara tersebut adalah Negara-negara anggota asli yaitu yang bertanggungjawab dalam pendirian organisasi dimaksud dan yang ikut merumuskan piagam konstitutif dan ikut menandatangani suatu konferensi. Negara-negara asli tersebut langsung menjadi anggota tanpa harus melalui prosedur khusus penerimaan.



Sehubungan dengan kriteria penerimaan, pada umumnya tidak menimbulkan permasalahan bagi suatu organisasi yang bersifat universal. Negara yang ingin menjadi anggota cukup menyampaikan maksudnya melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya bila penerimaan dalam suatu organisasi bukan merupakan hak dari suatu Negara, maka organisasi tersebut harus menetapkan persyaratan bagi Negara-negara yang ingin menjadi anggota.


iii.
Penarikan diri dari Organisasi Internasional



Kebebasan seorang anggota untuk menarik diri dari suatu organisasi internasional dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam piagam konstitutif organisasi tersebut.



Penarikan diri suatu negara berarti pembatalan secara unilateral terhadap piagam konstitutif organisasi. Dalam hal ini negara tersebut harus menghormati ketentuan-ketentuan umum mengenai penarikan diri yang dikodifikasikan oleh Pasal 54 dan 56 Hukum Perjanjian 1969. Berdasarkan ketentuan tersebut penarikan diri suatu negara dari suatu perjanjian internasional dibolehkan bila sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tersebut atau atas kesepakatan semua pihak. Bila pasal-pasal itu tidak ada atau tidak ada pula kesepakatan mengenai hal tersebut, pengunduran diri tetap mungkin sekiranya para pihak pada perjanjian menerima kemungkinan pembatalan atau penarikan anggota-anggota.
